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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Kondisi Umum 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah 

dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman 

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 

bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, 

program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari 

pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan 

sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya 

secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui 

feedback yang sistematis. 

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud secara 

teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud 

tahun 2020-2025, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis 

operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan 

kegiatan urusan bidang Penanggulanngan Bencana Daerah untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun.  

Perangkat Daerah membuat kajian implikasi visi dan misi Kepala 

Daerah terpilih terhadap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan 

proses/tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah.  

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud 
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berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud 2020 – 2025 sambil memperhatikan 

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Renstra 

Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara. Dalam 

pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam 

dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan 

kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian 

program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada 

stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi 

Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj). 

 

1.2. Landasan Hukum 

Dasar-dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan 

dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

tersebut, yaitu: 

1. Undang – Undang  Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan  

Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183); 

2. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional;  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  

7. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana   (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2007 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 ); 



 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintah 

Daerah;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata 

Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana 

Pembangunan Daerah;  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 

13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata  Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 

16. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menegah Daerah; 

17. Permendagri 101 Tahun 2018 tentang  Standar Pelayanan Minimum 

Sub Urusan Bencana; 

18. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 

3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 
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20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana Republik 

Indoneisa Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Lingkungan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana ; 

22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana; 

23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencan Republik 

Indonesia  Nomor 18  Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi 

Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana; 

24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Badan 

Nasional Penaggulangan Bencana; 

25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran 

serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah 

pada saat tanggap darurat; 

26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat untuk Bantuan 

Penanggulangan Bencana; 

27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Republik Indonesia Nomor 26  Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi 

Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana; 

28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Inventarisasi Logistik Penaggulangan Bencana; 



 

29. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 06 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud 

adalah : 

1. Implementasi Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 – 2025 dan 

penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 

2025 

2. Untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, 

visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan 

kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 (lima) 

tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penaggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah : 

1. Sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD 

2020 – 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;  

2. Landasan/pedoman dalam penyusunan Renja BPBD Kabupaten 

Kepulauan Talaud, penguatan peran para stakeholders dalam 

pelaksanaan perencanaan, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan 

pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan BPBD Kabupaten 

Kepulauan Talaud.  

3. Untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang 

strategis selama lima tahunan melalui sumber pembiayaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah yang dimaksud untuk memberikan 

landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka 

pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolok ukur 

pertanggungjawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 
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Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud pada setiap tahun 

anggaran. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan 

dalam dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020 - 2025 adalah adalah sebagai 

berikut: 

  

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.3 

2.4 

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah  

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 

Perangkat Daerah 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala  Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih 

3.3 Telaahan Renstra Kementerial/Lembaga dan Renstra Provinsi 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

BAB IV TUJUAN  DAN  SASARAN 

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

  



 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

BAB.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII PENUTUP 

 LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

  

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud 

merupakan sebuah Organisasi Perangkat Daerah yang berdiri berdasarkan 

amanat Undang Undang 24 tahun 2007  tentang Penanggulangan Bencana   

(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 )  dan Peraturaan Bupati 

Kepulauan Talaud Nomor  06 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan 

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat di uraikan sebagai berikut: 

 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan 

Talaud memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 

a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha 

penanggulangan bencana yang mencangkup pencegahan bencana, 

penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan 

setara; 

b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan dan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

c. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada 

masyarakat; 

d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati 

setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi 

darurat bencana; 

e. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan / bantuan 

Nasional dan internasional; 

f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara; 



 

g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi di Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai berikut : 

 

A. KEPALA BADAN 

Kepala Badan yang memiliki tugas pokok memimpin, 

merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan 

dan  mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang 

penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan  tugas sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. Mengesahkan Standar Operasional Prosedur; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

B. KEPALA PELAKSANA BADAN 

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang 

penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, 

saat tanggap darurat dan pasca bencana. 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Pelaksana 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program 

penanggulangan bencana; 

b. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; 
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c. Penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; 

d. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; 

e. Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas 

penanggulangan bencana; 

f. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ 

instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan 

bencana. 

g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

 

C. SEKRETARIAT 

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris 

mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, 

pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan 

pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana. 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan 

pelayanan kesekretariatan; 

b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan 

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu; 

c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan; 

d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; 

e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi 

kepegawaian dan keuangan Badan; 

f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan; 



 

g. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi 

pelaksanaan tugas Badan; 

h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan 

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

Badan; 

i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan; 

j. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan    

kesekretariatan; 

k. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan    

fungsinya; 

l. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ 

instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang  pengelolaan 

pelayanan kesekretariatan. 

 

Sekretaris membawahi: 

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi dan Pelaporan 

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan 

rencana dan program Badan. 

Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :  

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan 

program kerja Badan; 

b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan 

program kerja Badan; 

c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan; 

d. Pelaksanaan Penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan penunjang pelaksanaan tugas; 

e. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama 

penanggulangan bencana; 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
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g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja 

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 

 

2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 

pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan. 

Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :  

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan 

kerumahtanggaan; 

b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-

surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan 

kearsipan; 

c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; 

d. Pelaksanaan Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan 

dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan 

Badan; 

e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian 

administrasi perjalanan dinas; 

f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan 

rapat-rapat dinas; 

g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat; 

h. Pelaksanaan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan 

ketertiban kantor; 

i. Pelaksanaan pngelolaan perpustakaan dan pendokumentasian 

peraturan perundang-undangan; 

j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan 

pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian Badan; 

k. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan 

karier serta disiplin pegawai di lingkungan Badan; 



 

l. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun 

dan cuti pegawai di lingkungan Badan; 

m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

n. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan 

sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 

 

3. Sub. Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan administrasi keuangan, mengevaluasi dan 

melaporkan pengelolan keuangan Badan. 

Sub Bagian Keuangan  menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan anggaran 

pendapatan dan belanja; 

b. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan 

daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi  pegawai  negeri 

sipil; 

c. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan 

dan belanja Badan; 

d. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan 

bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan 

pembiayaan Badan; 

f. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran 

pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan; 

g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan 

program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala 

Bidang di lingkungan Badan; 

h. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan  tugas 

pengelolaan keuangan; 

i. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana 

dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan;  

j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
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k. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

l. Pelaksanaan koordinasi pngelolaan keuangan dengan sub unit 

kerja lain di lingkungan Badan. 

 

D. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Mempunyai tugas pokok 

memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang 

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan 

bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan 

penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan 

pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana. 

Bidang Pencegahan dan  Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan 

kesiapsiagaan penaggulangan bencana; 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan 

kesiapsiagaan penanggulangan bencana; 

c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, 

pengkomandoan  dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan 

kesiapsiagaan penanggulangan bencana; 

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang 

pengkoordinasian, pengkomandoan  dan pelaksanaan pencegahan, 

mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; 

b. Penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan 

kesiapsiagaan penanggulangan bencana. 

c. Penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan 

rencana untuk keadaan darurat bencana; 

d. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, 

kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya 

dan pelatihan personil; 



 

e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas 

pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; 

f. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

g. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan 

kesiapsiagaan penanggulangan bencana. 

 

Bidang Pencegahan dan  Kesiapsiagaan, membawahkan : 

1. Seksi Pencegahan Bencana 

Seksi Pencegahan Bencana mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan 

pencegahan bencana.  

Seksi Pencegahan Bencana menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan 

pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana; 

b. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan 

dan sikap terhadap resiko bencana; 

c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan 

penanganan pencegahan bencana; 

d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program 

untuk keadaan darurat bencana; 

e. Pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta 

pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana; 

f. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dibidang pencegahan 

bencana dan mitigasi pada prabencana; 

g. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dibidang pemberdayaan 

dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan 

mitigasi pada prabencana; 

h. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan 

pelatihan  gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan 

dan mitigasi pada prabencana; 



 

 

17 

i. Pelaksanaan pengawasa dan evaluasi terhadap perencanaan 

penyelenggaraan sistem pengendali bencana; 

j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana; 

k. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan 

tugas; 

l. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

m. Pelaksanaan koordinasi  penanganan pencegahan bencana 

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 

 

2. Seksi Kesiapsiagaan Bencana 

 Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan 

Kesiapsiagaan Bencana. 

 Seksi Kesiapsiagaan Bencana menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan 

penanganan kesiapsiagaan pada prabencana; 

b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme sistem 

pencegahan dini kebencanaan; 

c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan 

sumberdaya dan pelatihan personil; 

d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan memobilisasi sumber 

daya; 

e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dibidang kesiapsiagaan 

pada prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan 

masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana;  

f. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan 

pelatihan  gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan 

pada prabencana; 

g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan 

tugas; 



 

h. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

i. Pelaksanaan koordinasi  penanganan pencegahan bencana 

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 

 

E. BIDANG KEDARURATAN DAN  LOGISTIK 

Bidang Kedaruratan, Logistik mempunyai tugas pokok memimpin, 

membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang 

meliputi penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang 

dan barang secara adil dan setara, serta penanganan bencana 

kebakaran sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana. 

Bidang Kedaruratan,  Logistik    menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, 

pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta penanganan 

kebakaran; 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, 

pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta penanganan 

kebakaran; 

b. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan  panduan 

pengetahuan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; 

c. Penetapan rumusan kebijakan pendistribusian logistik yang meliputi 

penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan 

untuk pengungsian, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi 

bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta 

penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana 

informasi; 

d. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 
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e. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang logistik 

penanggulangn bencana. 

 

Bidang Kedaruratan, Logistik   membawahkan : 

1. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 

Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana mempunyai tugas 

pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan 

tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana. 

Tanggap  Darurat Penanggulangan Bencana menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyusunan rencana operasional dan program tanggap darurat 

dan penanganan pengungsian penanggulangan bencana; 

b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur 

umum; 

c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda 

penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga; 

d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ke 

tempat yang aman; 

e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko 

komando di lokasi bencana; 

f. Penyusunan dan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat 

bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi; 

g. Pelaksanaan penanganan bencana alam tingkat lokal; 

h. Penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap 

penanganan bencana; 

i. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan 

tugas; 

j. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

k. Pelaksanaan koordinasi  tanggap darurat penanggulangn 

bencana dengan  sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 



 

2. Seksi Logistik   

Seksi Logistik  mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan Logistik   

penanggulangn bencana.  

Seksi Logistik  Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi 

: 

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan 

dukungan logistik penanggulangan bencana;  

b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan 

penyaluran uang dan barang; 

c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik; 

d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan 

pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda  serta 

penyediaan tangki air; 

e. Penyusunan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana; 

f. Pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga 

sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan 

bencana; 

g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan 

tugas; 

h. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

i. Pelaksanaan koordinasi  pelayanan logistik penanggulangan 

bencana  dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 

 

F. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok 

memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang 

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan 

bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 

secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 
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Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 

pasca bencana; 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 

pasca bencana; 

c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, 

pengkomandoan  dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 

pasca bencana. 

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang 

pengkoordinasian, pengkomandoan  dan pelaksanaan rehabilitasi 

dan rekonstruksi pasca bencana; 

e. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua 

aspek pelayanan publik; 

f. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan 

kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana; 

g. Penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana 

serta kelembagaan pada wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana; 

h. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial 

dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban; 

i. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat 

dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca 

bencana; 

j. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena 

bencana; 

k. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang 

terintegrasi dalam program pembangunan daerah; 

l. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 



 

m. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang rehabilitasi dan 

rekonstruksi penanggulangan bencana 

 

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawahkan : 

1. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana 

 Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap 

darurat penanganan rehabilitasi pasca bencana. 

Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan 

penanganan rehabilitasi pasca bencana; 

b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan 

semua aspek pelayanan publik; 

c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek 

pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca 

bencana; 

d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi 

bantuan darurat berupa sandang, lauk-pauk, famili kit, kid ware 

serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan;  

e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali 

semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah 

pasca bencana; 

f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan 

tugas; 

g. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

h. Pelaksanaan koordinasi  tanggap darurat penanggulangn 

bencana dengan  sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 
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2. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana 

Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rekonstruksi 

pasca bencana.  

Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana  menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan 

penanganan rekonstruksi pasca bencana; 

b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan 

berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya; 

c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum 

dan ketertiban pasca bencana; 

d. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan penguatan komunitas 

yang terkena bencana; 

e. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial 

ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan 

daerah.; 

f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan 

tugas; 

g. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

h. Pelaksanaan koordinasi  rekonstruksi penanggulangan bencana  

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 

 

Tata kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut : 

1. Dalam Melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan 

kelompok tenaga fungsional wajib menerapakan prinsip koordinasi, 

integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing 

maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta 

dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 

masing-masing;. 



 

2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya 

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan; 

3. Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan 

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; 

4. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 

petunjuk dan bertanggungjawab  kepada atasan masing-masing dan 

menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya; 

5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 

bawahannya; 

6. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 

laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 

fungsional mempunyai hubungan kerja; 

7. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di 

bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya 

masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. 

 

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah  

Sumber daya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, 

aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional sampai dengan tahun 

2019 adalah sebagai berikut : 

 

a. Sumber Daya Manusia 

Potensi Sumber Daya Manusia di Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.2.1 Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara  
 

No Klasifikasi Jumlah Keterangan 

1 2 3 4 

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 24 Orang  

2. Pegawai Tidak Tetap Umum       4 Orang  

3 Pegawai Tidak Tetap Khusus 7 Orang  

4. Jumlah 32 Orang  

 
 

Tabel 2.1.2 Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat 
Pendidikan 

 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan 

1 2 3 4 

1. Strata 2 4 Orang  

2. Strata 1 12 Orang  

3. D.III -  

4. SMA/Sederajat 8  Orang  

Jumlah 24 Orang  

 

 
Tabel 2.1.3 Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan  

 

No. Golongan Jumlah Keterangan 

1 2 3 4 

1. Golongan IV 5  Orang  

2. Golongan III 14  Orang  

3. Golongan II 5  Orang  

4. Golongan I -  

Jumlah 24 Orang  

 
 



 

Tabel 2.1.4 Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Eselonisasi  
 

No. Eselon Jumlah Keterangan 

1 2 3 4 

1. Eselon IIb 1  Orang  

2. Eselon IIIa 1  Orang  

3. Eselon IIIb 3  Orang  

4. Eselon IVa 9  orang  

Jumlah 14 Orang  

  

 

b. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana 

Aset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan 

Bencana  Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1.5 Aset Berupa Sarana Dan Prasarana  
 

No. Nama Barang Type/Merek/Bahan Jumlah Kondisi 

1. Perahu Karet  2 buah Baik 

2. Speedboat  Atelin 1 buah Rusak 

3. Speedboat Manta Atelin 1 buah Rusak Berat 

4. Meja Komputer - -  

5. Meja Kerja Eselon II Kayu 1 Unit Baik 

6. Meja Kerja  Kayu 10 Unit Baik 

7. Kursi Putar Hidrolik 4 Unit Baik 

8. Komputer /PC Besi/Plastik 3 Unit Baik 

9. Printer Plastik 6 Unit Baik 

10. UPS Besi/Plastik 6 Unit Baik 

11. Almari Kayu 2 Unit Baik 
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12. Mesin Pompa Air Celup 1 Unit Baik 

13. Mesin Perahu Karet Besi/Merkuri 2 Unit Rusak 

14. Laptop Besi/Plastik 3 Unit Baik 

15. WhiteBoard Kayu 1 Unit Baik 

16. Tenda Peleton Kain 1 Unit Baik 

17. Tenda Regu Kain   

18. Tenda Keluarga Parasut/Besi 5 Unit Baik 

19. Tenda Posko Valbed Kain 1 Unit  

20. TendaGulung -   

21. Handycam - 1 Unit  Baik 

22. Kamera Digital Canon 1 Unit Hilang  

23. Handttalkie  15  Unit Baik 

24. Faxmile - -  

25. Mesin Ketik - -  

26. Kipas Angin Miyako 2 Unit Baik 

27. Alat potong kertas - -  

28. Mesin Potong Rumput Honda  2 Unit Baik 

29. Sepeda Motor Trael  Honda 6  Unit  

30 Mesin Tempel Yamaha 2 Unit rusak 

31. 
Kendaraan Roda Empat Dapur 
Umum 

Isusu 1 Unit Rusak 

32. Kendaraan Roda Empat MCK Isusu 1 Unit Rusak Berat 

32. Kendaraan Roda Empat Tangky air Isusu 1 Unit Baik 

33. Kendaraan Roda Empat Rescue Isusu 1 Unit Rusak 

34. 
Kendaraan Roda Empat L 300/ 
Operasional 

Mitsubishi 1 Unit Baik 

35. Brangkas - -  



 

36. Televisi LG 3  Unit Baik 

37. Dispenser Miyako 3 Unit Baik 

38. Horden Luar - -  

39. Horden Dalam - -  

40. Kursi Kerja Kayu 10 Unit Baik 

41. Layar Proyektor - -  

42. Lemari Kabinet - -  

43. Kursi Tamu Kayu/Busa 2 Set Baik 

44. Speedy TP Link 1 Unit Baik 

45. Proyektor Hitachi 1 Unit Rusak 

46. Megaphone - -  

47. Air Conditioner - 6 Unit  Baik 

48. Meja Rapat - 1 Set Baik 

 

 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2014 – 2019 dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud 

berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (RENSTRA) Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud periode 

2014 - 2019, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja 

pelayanan Perangkat Daerah atau indikator yang telah diratifikasi oleh 

pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2015 - 20219 

 

No 
Indikator Kinerja sesuai Tugas 
dan Fungsi Perangkat Daerah 

Target 
NSPK 

Target 
IKK 

Target  
Indikator  
Lainnya 

Targer Renstra PD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke 
Rasio Capaian pada Tahun ke 

(Capaian/Target x 100%) 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1. Presentase kesesuaian prioritas 

program kegiatan dalam 
Renstra OPD dengan RPJMD, 
antar RENJA OPD dengan 
RKPD 

   

70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
2. Persentase kesesuaian 

program prioritas OPD dengan 
Prioritas  
Pembangunan Daerah, Prioritas  
Pembangunan Provinsi dan 
Prioritas Pembangunan 
Nasional 

   

70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
 Persentase ketepatan waktu 

setiap penyampaian laporan 
OPD 

   
70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
 Presentase ketepatan waktu 

usulan kenaikan pangkat 
Pegawai 

   
70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
 Persentase ketepatan usulan 

kenaikan gaji berkala pegawai 
   

70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
 Presentase ketepatan 

penyusunan SKP pegawai 
setiap tahun 

   
70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
 Presentase ketepatan waktu 

penyampaian usulan analisis 
jabatan dan analisis beban 
kerja 

   

70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   



 

                    
 Persentase jumlah pegawai 

yang memiliki 
KARIS/KARSU/TASPEN 

   
70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
 Meningkatnya tingkat kehadiran 

dan disiplin pegawai 
   

70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
 Persentase ketersediaan data 

dalam bentuk struktur 
organisasi,  daftar urut 
kepangkatan 

   

70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
 Persentase ketersediaan daftar 

inventaris barang kantor 
   

70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
 Presentase jumlah kendaraan 

dinas yang taat pajak 
   

70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
 Persentase jumlah kendaraan 

dinas yang dipelihara/diperbaiki 
   

70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
 Persentase jumlah peralatan 

kantor yang terpeliharah 
   

70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
 Persentase penurunan jumlah 

temuan/kesalahan dalam Surat 
Pertanggung Jawaban Keuangan 

   

70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
 Persentase keterpenuhan laporan 

keuangan OPD 
   70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
 Persentase Usulan Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi  pasca bencana setiap 
kejadian bencana ke BNPB RI 

   
70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
 Presentase  Pemenuhan 

Kebutuhan Operasional Kantor  
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Kepulauan 
Talaud 

   

70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   
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 Persentase (%) jumlah korban 

berhasil dicari, ditolong dan 
dievakuasi teradap kejadian 
bencana  
 

   

70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
 Persentase kecepatan respon 

kurang dari 24 jam untuk setiap 
status darurat bencana (%)  
 

   

70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    

 Persentase  
desa/kelurahan/kelompok yang 
menerima bantuan air bersih 

   
70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
 Persentase  wilayah bencana abrasi 

sungai dan pantai 
   70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

                    
 Presentase wilayah kebanjiran    

70 75 80 85 95 70 80 80 90 95 100 93,75 100   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud 2015 - 2019 

 

Uraian 
***) 

Anggaran pada Tahun ke- 
Realisasi Anggaran pada 

Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- 
Rata-rata 

Pertumbuhan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 
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2.4. Tantangan  dan Peluang Pelayanan Organisasi 

a. Tantangan dan Peluang Pengembangan  Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang 

dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan 

permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu 

tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan 

mengembangkan pelayanan BPBD  Kabupaten Kepulauan Talaud. 

Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma 

penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen 

risiko bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat 

pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan 

program pembangunan sehingga terbangun mekanisme 

penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efesien. Tantangan 

berikutnya adalah besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas 

dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar 

dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana maka 

banyak komunitas masyarakat yang perlu menerima gladi, simulasi dan 

pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah  juga perlu diberi pelatihan 

kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang 

berperspektif pengurangan risiko dan menyelengggarakan tanggap 

darurat serta pemulihan bencana dengan baik. Kebutuhan sarana dan 

prasarana penanggulangan bencana juga belum terpenuhi secara 

ideal. Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang 

yang dapat dimanfaatkan, yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 

24 Tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana yang diikuti dengan 

terbitnya Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, 

Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB.   

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun 

eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. 

Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) 

dan Weaknesses (Kelemahan ), sedangkan Lingkungan eksternal 



 

meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman). Adapun 

Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal  antara lain 

sebagai berikut :   

 

1. Lingkungan Internal  

KEKUATAN (S)  

1. Tersedianya Landasan hukum penyelenggaraan penanganan 

bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2007 tentang Penanggulangan Bencana; 

2. Diterbitkannya aturan-aturan turunan dari Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2007 yang terdiri dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan  

Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan 

Bencana, serta Peraturan-peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. 

3. Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2010 berikut kewenangan yang dimilikinya; 

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

360/2903/SJ  Tanggal 3 Juni 2015 Tentang Pedoman 

Pendanaan Tanggap Darurat Bencana Yang Bersumber dari 

Belanja Tidak Terduga/APBD. 

5. Dukungan Bupati terhadap penanggulangan sangat besar; 

6. Dimilikinya relawan satuan tugas penanggulangan bencana; 

7. Adanya dukungan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud; 

8. Komitmen Kepemimpinan yang kuat. 

 

KELEMAHAN (W)  

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman 

penyelenggaraan penanganan bencana di daearah;  
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2. Terdapat perbedaan aturan mengenai Dana Siap Pakai antara 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah;  

3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya 

manusia di daerah; 

4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana;  

5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan 

bencana;  

6. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan 

komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;  

7. Belum tersosialisasikan secara luas paradigma baru 

penanggulangan bencana; 

8. Belum tersedianya dana kontigensi untuk penanggulangan 

bencana.    

 

9. Lingkungan Eksternal  

PELUANG (O)  

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 100 Tahun 2018 

Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum Pasal 3 Ayat 

dua mengatakan bahwa Standar Pelayanan Minimum Untuk  

Kabupaten Kota antara lain di bidang sub urusan bencana 

meliputi tiga hal: 

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana 

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 

Tentang Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana 



 

menegaskan bahwa Standar Teknis Pelayanan Sub urusan 

Bencana meliputi beberapa hal: 

a. Jenis Pelayanan Dasar 

b. Mutu Pelayanan dasar 

c. Kriteria penerima layanan dasar 

d. Tata cara pemenuhan standar teknis 

3. Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan 

kebencanaan; 

4. Adanya dukungan dari lembaga/instansi pemerintahan yang 

terkait; 

5. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Utara; 

6. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih 

relatif kuat dipegang oleh masyarakat.   

 

Tantangan  (T)  

1. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah secara  

horizontal dan vertical dalam penanggulangan bencana;  

2. Kondisi alam Kabupaten Talaud  yang rawan terjadi bencana;  

3. Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata 

ruang yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, 

sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana;  

4. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan 

intensitas bencana alam; 

5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai 

paradigma penanggulangan bencana;  

6. Jumlah penduduk dan luas wilayah yang cukup besar.    
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Dalam pelaksanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, ditemui berbagai permasalahan yang 

menyebabkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Permasalahan 

dimaksud beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada 

tabel identifikasi permasalahaan berikut : 

 

Tabel 3.1.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan 
Sasaran Pembangunan Daerah 

 
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

(1) (2) (3) (4) 

1. 
 

Adanya korban 
bencana alam 
yang belum 
tertangani 
sesuai standar 
pelayanan 
minimal 
penanggulangan 
bencana  

Kurangnya sumber daya manusia dalam 
penanggulanngan bencana 

Jumlah Aparatur Sipil Negara yang 
bertugas dalam penanggulanngan 
bencana tidak memadai 
Pengetahuan dan pemahaman ASN 
yang bertugas dalam penanggulanan 
bencana sangat rendah 

Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan 
kesadaran warga negara tentang risiko 
bencana 

Kurangya sosialisasi dan edukasi 
tentang kebencanaan yang dilakukan 
oleh pemerintah, pengusaha, media dan 
lembaga pendidikan 

Tidak adanya peran swasta, media, dan 
lembaga pendidikan dalam upaya 
penanggulangan bencana 

Belum adanya regulasi yang mengatur 
peran multi pihak dalam 
penanggulangan bencana 

Belum adanya peta daerah rawan bencana 
dan peta potensi bencana di wilayah 
Kabupaten Kepulauan talaud 

Tidak adanya sumberdaya manusia dan 
anggaran untuk melakukan pembuatan 
peta daerah rawan bencana dan peta 
potensi bencana. 

Belum adanya sarana dan prasarana 
kesiapsiagaan dan peringatan dini bencana 

 

Kurangnya sarana prasarana dan logistik 
menunjang pelaksanaan penanganan 
darurat bencana 

 

Kurangnya koordinasi mulltipihak yang 
memiliki tanggungjawab dalam 
penanggulangan bencana (Pemerintah, 
Masyarakat, dan Pengusaha)   

 

  Belum terintegrasinya pengurangan risiko 
bencana dalam perencanaan pembangunan 
secara efektif dan komperhensif 

 

 



 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 

pada akhir periode perencanaan. Visi yang menjadi pedoman RPJMD 

Kabupaten Kepulauan Talaud 2020 - 2025 adalah Visi Bupati dan Wakil 

Bupati Kepulauan Talaud terpilih periode 2020 – 2025 yaitu “Menjadikan 

Kabupaten Talaud Lebih Diberkati”. 

 Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka dirumuskan Misi 

sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Bersih; 

2. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Elok; 

3. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Ramah; 

4. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud berlandaskan 

pada kasih; 

5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang 

aman; 

6. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Tangguh.  

 

Bertolak dari visi dan misi diatas, maka dirumuskan tujuan, indikator 

tujuan, sasaran dan indikator sasaran dari setiap misi yang ditetapkan. Misi 

kelima yaitu “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Kepulauan 

Talaud Yang Aman”, dengan tujuan terwujudnya keamanan dan 

ketertiban masyarakat serta pencegahan dan mitigasi adaptasi 

perubahan iklim merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan 

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. 

Dalam upaya melindungi warga masyarakat Kabupaten Kepulauan 

Talaud dari resiko bencana yang mungkin terjadi tanpa dapat diperkirakan 

sebelumnya, maka dirumuskanlah sasaran dari misi kelima yaitu 

Meningkatkan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu 

dengan indicator sasaran Indeks Kapasitas Daerah.
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Kabupaten Kepulauan Talaud termasuk salah satu daerah yang 

memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak daerah ini dari 

sisi geologis dan geografis. Secara geologis, Kabupaten Kepulauan Talaud 

berada pada pertemuan empat lempeng utama yaitu Eurasia, Indo Australia, 

Filipina, dan Pasifik yang menjadikan Kabupaten Kepulauan Talaud rawan 

bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Di sisi lain, kondisi 

geografis Kabupaten Kepulauan Talaud yang berada di daerah tropis dan 

pada pertemuan dua samudera dan dua benua membuat wilayah ini rawan 

akan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelom-

bang ekstrim dan abrasi, dan kekeringan yang juga dapat memicu kebakaran 

hutan dan lahan. Melihat kondisi geologis dan geografis Kabupaten 

Kepulauan Talaud tersebut sangatlah tepat sasaran yang dipilih. Perlu 

dilakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi 

hingga sedikit mungkin kerugian akibat bencana. Upaya pengelolaan risiko 

bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang 

diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana.  

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan 

komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas 

pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat 

risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya 

perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu 

daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan 

seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, 

program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau 

peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam 

bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap 

indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap 

capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Indeks 

Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dihitung berdasarkan rumus berikut : 

 

 

 

 

Risiko merupakan Fungsi dari Ancaman x Kerentanan x 1/Kapasitas. 

R = ƒ(H*V/C) 



 

Di mana : 

a. R  adalah Risk (Risiko) berupa kerugian yang timbul sebagai akibat 

dari bencana 

b. H  adalah Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, 

frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam 

seperti gempabumi, banjir, letusan gunungapi, dan lainnya.  

c. V  adalah Vulnerability (kerentanan) dihitung ber-dasarkan parameter 

sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.  

d. C adalah Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan 

pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan upaya prioritas 

pengurangan risiko 

 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Di dalam Renstra Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020-2025 

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud tidak dapat 

lepas dari pengaruh penetapan sasaran strategis Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, selaku Rentra K/L. Tujuan strategis BNPB untuk 

kurun waktu tahun 2020-2025 meliputi peningkatan kemampuan 

penanggulangan bencana dengan :  

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan 

pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar 

bencana;  

2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang 

handal, mencakup penanganan pra bencana, tanggap darurat, dan 

pasca bencana.  

Sasaran strategis BNPB bagi terwujudnya tujuan yang telah 

dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2020 -2025) adalah :  

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan 

masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan 

penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat 

dan daerah.  

2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif 

melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan 
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sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.  

3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik 

dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas 

perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan 

koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko 

bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam 

rangka pembangunan berkelanjutan.  

 

Sedangkan arah kebijakan dan strategi BNPB dalam kegiatan 

penanggulangan bencana adalah:  

1. Terselenggaranya PB yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu 

dan menyeluruh serta akuntabel ;  

2. Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat 

penanggulangan bencana;  

3. Terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah 

pasca bencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu;  

4. Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di 

wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.  

 

Arah kebijakan dan strategi BNPB dalam kegiatan penanggulangan 

bencana sejalan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Talaud Tahun 2020 

-2025, yaitu terdapat dalam arah kebijakan dari Misi ke lima, dengan sasaran 

Misi Meningkatnya cakupan pelayanan, pencegahan dan upaya 

penanggulangan bencana.  

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai 

setiap tujuan, maka dibuatlah langkah operasional dalam bentuk program-

program BNPB yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan.  

Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala 

prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang 

telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi 

unit kerja di lingkungan BNPB. Hal tersebut mencakup sebagai berikut:  



 

1. Program generik, yang meliputi antara lain:  

a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana.  

b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana.  

c. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana.  

2. Program teknis, penanggulangan bencana nasional.                       

 

Dalam renstra BPBD Provinsi Sulawesi Utara  diuraikan bahwa isu-isu 

strategis pelayanan BPBD Provinsi adalah :  

1. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi 

rawan bencana melalui upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan 

jika terjadi bencana;  

2. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada 

masyarakat;  

3. Pembentukan Pemuda Peduli Tanggap Bencana; 

4. Menyiapkan Desa Tanggap Bencana di 26 kabupaten dan kota;  

5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;  

6. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;  

7. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;  

8. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa : 

penyelamatan, evakuasi,pengamanan, pelayanan kesehatan dan 

psikososial; 

9. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan 

kembali sarana prasarana dan fasilitas masyarakat; 

10. Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca 

bencana.  

 

Tujuan yang ingin dicapai oleh BPBD Provinsi Sulawesi Utara  adalah:  

1. Terciptanya penanggulangan bencana yang akuntabel dan profesional;  

2. Terwujudnya hubungan komunikasi yang harmonis dan dinamis serta 

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akibat bencana;  
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3. Terbentuknya masyarakat  peduli bencana dan tanggap bencana serta 

tersedianya buffer stock dan peralatan sarana prasarana;  

4. Tersedianya sistem informasi dan dokumentasi berbasis bencana;  

5. Terwujudnya data kebutuhan insfrastruktur dan lahan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca bencana.   

 

Sedangkan kebijakan BPBD Provinsi  Sulawesi Utara adalah:  

1. Meningkatkan profesionalisme petugas yang menangani 

penanggulangan bencana;  

2. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana secara terpadu dan 

konsepsional;  

3. Mengembangkan metoda penanggulangan bencana yang komprehensip 

dan aplikatip;  

4. Memanfaatkan  kemajuan IPTEK dalam menangani masalah-masalah 

penanggulangan bencana;  

5. Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam upaya 

penanggulangan bencana;  

6. Memadukan Rencana Tahunan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah dengan Rencana Tahunan  SOPD  terkait dan pemerintahan 

kabupaten/kota.  

 

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup  

Strategis  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud  Nomor 

1 Tahun 2014  tentang RTRW  Kabupaten Talaud  Tahun 2005 – 2025, 

rencana pola ruang wilayah Kabupaten Talaud, Adapun kawasan rawan 

bencana alam termasuk ke dalam kawasan lindung, yang meliputi : 

a. kawasan rawan letusan gunung api di bawah laut; dan   

b. kawasan rawan gempa, gerakan tanah, dan longsor, kebakaran hutan, 

kekeringan, abrasi pantai, puting beliung, air pasang dan banjir.  Di 

dalam RTRW dijelaskan bahwa kawasan  rawan  letusan  gunung  api  

meliputi Gunung  bawah laut yang terdapat pada sirkum  pasifik dan  



 

halmahera, sedangkan potensi bencana tanah longsor hampir tersebar 

diseluruh Wilayah Kepuauan Talaud. 

c. Kawasan rawan abrasi sungai dan pantai terutama di wilayah pulau-

pulau kecil terluar yang memerlukan penanganan cepat mencegah 

berkurangnya luas pulau. 

 

Upaya untuk memberikan perlindungan kawasan yang berpotensi 

bencana  melalui mitigasi dengan pelarangan kegiatan pemanfaatan tanah 

yang mempunyai potensi longsor. Lebih lanjut dikemukakan bahwa 

peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan rawan bencana 

alam geologi disusun dengan memperhatikan :  

a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan 

ancaman bencana;  

b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; 

c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan 

ancaman bencana dan kepentingan umum.  

 

Sedangkan untuk kawasan rawan banjir, peraturan zonasi disusun 

dengan memperhatikan :  

a. penetapan batas dataran banjir; 

b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan 

fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan 

c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman 

dan fasilitas umum penting lainnya.  

 

Di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten  Talaud 

Tahun 2014 disebutkan bahwa hampir 90% wilayah Kabupaten Talaud  

rawan bencana. Sebagai kajian strategis beberapa dokumen perencanaan 

penanggulangan bencana dapat dilihat pada beberapa strategi sebagai 

dasar Dokumen RPB Kabupaten Kepulauan Talaud ini disusun berdasarkan 

kajian risiko bencana yang dimuat dalam dokumen Kajian Risiko Bencana 

(KRB) Kabupaten Kepulauan Talaud.  
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3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai Kabupaten yang secara 

geografis berada di Kepulauan  terluar terdiri gugusan  kepulauan yang 

berada pada rangkaian alur gunung berapi aktif serta merupakan  daerah 

tumbukan antara dua lempeng sangihe dan Halmahera. Akibat kondisi 

geografis ini wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan sala satu 

wilayah yang rawan bencana, terutama bencana gempa bumi, gunung berapi 

dan tanah longsor. 

Dalam konteks wilayah perbatasan Kabupaten Talaud menempati 

posisi strategis karena merupakan titik sentral pergerakan ekonomi pasifik. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai sebuah organisasi 

Perangkat Daerah yang membidangi urusan sub penanggulangan bencana 

menetapkan beberapa isu strategis yang dinilai menjadi dasar untuk 

menetapkan program prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten 

Kepulauan Talaud. 

 

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di 

Kabupaten Kepulauan Talaud meliputi :  

1. Menjadikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai prioritas 

daerah yang dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat. 

2. Pengkajian dan Pemantauan Risiko Bencana serta Pengembangan 

sistem Peringatan Dini. 

3. Pemanfaatan Pengetahuan, Inovasi dan Pendidikan masyarakat  untuk 

membangun budaya sadar bencana dan ketahanan menghadapi 

bencana. 

4. Pengurangan faktor-faktor mendasar penyebab timbulnya/meningkatnya 

risiko bencana. 

5. Penguatan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat menghadapi 

bencana. 

6. Peningkatan kapasitas sistem informasi kebencanaan. 

7. Peningkatan penanganan korban bencana pada kondisi darurat. 

8. Peningkatan upaya pemulihan korban pasca bencana. 

 



 

BAB  IV 

TUJUAN  DAN SASARAN  

 

 

4.1.  Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Berdasarkan Misi Kelima Mewujudkan Kehidupan Masyarakat 

Kabupaten Kepulauan Talaud  Yang  Aman, tujuan Meningkatkan 

Mitigasi dan Pengendalian Bencana Secara Terpadu, dengan Indikator 

tujuan Indeks Kapasitas Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah  Kabupaten Kepulauan Talaud merumuskan tujuan dan sasaran 

stategis perangkat daerah selama lima tahun sesuai dengan tugas dan 

fungsi.  

Untuk menurunkan Kapasitas Daerah di Kabupaten Kepulauan 

Talaud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten Kepulauan 

Talaud merumuskan tujuan dan sasaran yang menjadi target kinerja periode 

2020 - 2025 adalah sebagai berikut : 

Tujuan  :  Meningkatkan Mitigasi dan Pengendalian Bencana 

Secara Terpadu.  

Sasaran :  -   Terciptanya Sistem Mitigasi dan Adaptasi Bencana. 

- Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Bencana 

Daerah. 

Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana tentu 

saja akan menurunkan risiko bencana di Kabupaten kepulauan Talaud 

sehingga dapat mendukung peningkatan mitigasi dan pengendalian 

bencanan secara terpadu (Sasaran nomor 2 dari Misi Kelima RPJMD 

Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2020 - 2025).  Semakin rendah 

risiko bencana diharapkan akan MEWUJUDKAN KEHIDUPAN 

MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG AMAN; 

Indikator dari tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Indeks Kapasitas Daerah Dalam 

Penanggulangan Bencana. Nilai indeks kapasitas daerah didapat melalui 
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kajian atau pengukuran yang berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 

Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam 

Penanggulangan Bencana. Target tahunan dari sasaran ini ditetapkan untuk 

periode 5 (lima) tahun dengan rata-rata peningkatan capaian sama tiap 

tahunnya.  Penentuan target menggunakan angka capaian pada akhir 

periode sebelumnya sebagai acuan. Hal ini mempunyai pengertian bahwa 

indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana tiap tahunnya 

ditargetkan untuk terus meningkat, atau dengan kata lain, Kabupaten 

kepulauan Talaud setiap tahunnya harus meningkatkan kapasitas daerah 

dalam penanggulangan bencana.   

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah 

beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.1 berikut ini : 

 

Tabel 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat 
Daerah 

 

NO.  TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

SASARAN  

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA 

TAHUN KE- 

1 2 3 4 5 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

1. Meningkatkatkan 

Mitigasi dan 

Pengendalian 

Bencana Secara 

Terpadu 

Terciptanya 

Sistem Mitigasi 

dan Adaptasi 

Bencana 

 Persentase Desa 

Yang Tangguh 

Bencana 

<33% <33% 

 

33% - 66% 33% - 66% >66% 

Persentase Desa 

Rawan Bencana 

Yang Sistim Mitigasi 

Bencananya 

Berfungsi Dengan 

Baik 

<33% <33% 

 

33% - 66% 33% - 66% >66% 

Meningkatkan 

Kualitas 

Penanggulanga

n Bencana 

Daerah 

Persentase Korban 

Bencana Alam yang 

Tertangani Tepat 

Waktu 

<33% <33% 

 

33% - 66% 33% - 66% >66% 

Persentase Korban 

Bencana Yang 

Dievakuasi Tepat 

Waktu 

<33% <33% 

 

33% - 66% 33% - 66% >66% 

  

 
 



 

PEMETAAN STRATEGI MENGGUNAKAN PENDEKATAN POHON KINERJA  
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CASCADING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

  



 

BAB V 

STRATEGI  DAN  ARAH KEBIJAKAN 

 

 

Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 

merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk 

pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana 

harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat 

dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

serta turunan aturannya. Selain itu kapasitas daerah juga harus melihat kepada 

tatanan pada skala internasional. Komprehensivitas dasar acuan untuk kapasitas 

daerah diharapkan dapat memberikan arah kebijakan pembangunan kapasitas 

daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

Pemahaman yang beragam di daerah terkait peningkatan kapasitas 

daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menyebabkan 

terjadinya kesenjangan kapasitas daerah. Selain itu pokok-pokok kapasitas yang 

perlu dibangun berdasarkan Sistem Penanggulangan Bencana Nasional 

diselenggarakan oleh daerah berdasarkan tingkat kemampuan dalam prioritas 

pembangunan yang beragam. Oleh karenanya dalam penilaian kapasitas daerah 

dalam penanggulangan bencana daerah, diatur dengan Peraturan kepala BNPB 

Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam 

Penanggulangan Bencana. 

Panduan penilaian kapasitas daerah menggunakan 22 indikator KAH yang 

diadaptasikan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana beserta peraturan turunannya. Panduan Penilaian 

Kapasitas Daerah digunakan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota 

untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan 

mengembangkan lebih lanjut kapasitas daerah yang dimilikinya untuk 

mengurangi risiko bencana. Pada tingkat kabupaten/kota, kajian dilaksanakan 

berdasarkan masukan dan kondisi kekinian dari beberapa parameter yang diukur 

dalam panduan ini. Penilaian dilaksanakan dengan metode diskusi terfokus yang 

didampingi oleh seorang fasilitator. 
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Prioritas program pengurangan risiko bencana diukur dengan 22 indikator 

pencapaian sebagimana dalam Kerangka Acuan Hyogo (KAH) yaitu : 

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas 

nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk 

pelaksanaannya, dengan indicator pencapaian : 

a. Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko 

bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk 

semua jenjang pemerintahan; 

b. Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan 

pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan; 

c. Terjalinnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian 

kewenangan dan sumber daya pada tingkat local; 

d. Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko 

bencana. 

2. Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan 

kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah; dengan 

indikator : 

a. Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya 

dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah 

b. Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan 

menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan 

utama 

c. Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala 

besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat 

d. Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas 

Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko 

3. Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk 

membangun kapasitas dan budaya aman dari bencana di semua tingkat; 

dengan indikator : 

a. Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat 

diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui 

jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst); 



 

b. Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan 

mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan 

risiko bencana dan pemulihan; 

c. Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis 

manfaatbiaya (cost benefit analysist) yang selalu dikembangkan 

berdasarkan kualitas hasil riset; 

d. Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas 

dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu 

menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun 

pedesaan. 

4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar; dengan indikator : 

a. Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari 

kebijakankebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan 

lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata 

guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim; 

b. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial 

dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling 

berisiko terkena dampak bahaya; 

c. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi 

dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-

kegiatan ekonomi; 

d. Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur 

pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin 

mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum 

(enforcement of building codes); 

e. Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam 

proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana; 

f. Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko 

bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur. 

5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di 

semua tingkat, dengan indikator : 
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a. Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme 

penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan 

risiko bencana dalam pelaksanaannya; 

b. Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang 

siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk 

menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat 

bencana; 

c. Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi 

yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan 

pemulihan pasca bencana; 

d. Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca 

bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa 

tanggap darurat. 

Berdasarkan pengukuran indikator pencapaian kapasitas daerah maka kita 

dapat membagi tingkat kapasitas tersebut kedalam 5 tingkatan, yaitu : 

1. Level 1 Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya 

pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju 

dalam rencana-rencana atau kebijakan; 

2. Level 2 Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko 

bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang 

disesbabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan 

sistematis; 

3. Level 3 Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas tekait pengurangan 

risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan 

sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan 

tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk 

mengurangi dampak negative dari bencana; 

4. Level 4 Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam 

pengurangan risiko bencana disuatu daerah telah memperoleh capaian-

capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam 

komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional dalam 

pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut; 



 

5. Level 5 Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas 

yang memadai disemua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan. 

 
Metode Penghitungan Indeks Kapasitas Daerah diperoleh berdasarkan 

tingkat ketahanan daerah pada suatu waktu. Tingkat Ketahanan Daerah bernilai 

sama untuk seluruh kawasan pada suatu kabupaten/kota yang merupakan lingkup 

kawasan terendah kajian kapasitas ini. Oleh karenanya penghitungan Tingkat 

Ketahanan Daerah dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan Peta 

Ancaman Bencana pada daerah yang sama. Untuk perhitungan Indeks Kapasitas 

dapat diunduh di www.bnpb.go.id. 

Indeks Kapasitas diperoleh dengan melaksanakan diskusi terfokus kepada 

beberapa pelaku penanggulangan bencana pada suatu daerah. Hubungan 

Tingkat Ketahanan Daerah dengan Indeks Kapasitas terlihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 5.1 Komponen Indeks Kapasitas 

 

 

Indikator yang digunakan untuk peta kapasitas adalah indicator HFA yang 

terdiri dari:  

a) aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana;  

b) peringatan dini dan kajian risiko bencana;  

c) pendidikan kebencanaan;  

d) pengurangan factor risiko dasar; dan  

No. Bencana Komponen/Indikator 
Kelas Bobot 

Total 
Sumber Data 

Rendah Sedang Tinggi 

1 
Seluruh 
Bencana 

1 Aturan dan kelembagaan 
penanggulangan bencana 
 

Tingkat 
Ketahanan 

1 Dan 
Tingkat 

Ketahanan 
2 

Tingkat 
Ketahanan 

3 

Tingkat 
Ketahanan 4 
Dan Tingkat 
Ketahanan 5 

100% 

FGD pelaku PB 
(BPBD, Bappeda, 
Dinsos, Dinkes, 

UKM, Dunia 
Usaha, 

Universitas, LSM, 
Tokoh masyarakat, 
Tokoh Agama dll) 

2 Peringatan dini dan kajian risiko 
bencana 

3 Pendidikan kebencanaan 
 
 

4 Pengurangan factor risiko dasar 
 
 

5 Pembangunan kesiapsiagaan 
pada seluruh lini 
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e) pembangunan kesiapsiagaan pada seluruh lini. 

 

Parameter konversi Indeks dan persamaan ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 5.2 Komponen Indeks Kapasitas 

No. Parameter 
Kelas 

Skor 
Rendah Sedang Tinggi 

1 
Aturan dan kelembagaan penanggulangan 
bencana 

< 0.33 0.33 – 0.66 > 0.66 
Kelas/Nilai 
Max Kelas 

2 Peringatan dini dan kajian risiko bencana 

3 Pendidikan kebencanaan 

4 Pengurangan factor risiko dasar 

5 Pembangunan kesiapsiagaan pada seluruh lini 

Indeks Kapasitas = (10 X Skor Kapasitas) 

        

        

        

 

Upaya mencapai target kinerja sasaran memerlukan penetapan kebijakan 

dan strategi penanggulangan bencana dengan memprioritaskan seluruh upaya-

upaya pengurangan risiko bencana di dalam pembangunan daerah.  Sebagai 

lembaga yang mempunyai mandat koordinasi, komando dan pelaksana 

penanggulangan bencana di daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Kabupaten Kepulauan Talaud dengan dukungan dari para pemangku kepentingan 

berusaha merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi penanggulangan 

bencana di Indonesia, agar seluruh upaya-upaya lintas sektor dan lintas tingkatan 

dapat direncanakan dan diimplementasikan secara terpadu, terarah dan terukur 

untuk mencapai sasaran penanggulangan bencana dalam periode 2020 - 2025, 

sehingga terwujud KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG 

AMAN. 

Strategi yang menjadi prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Kabupaten Kepulauan Talaud dalam penanggulangan bencana selaras dengan 

upaya pencapaian target Misi V Sasaran ke 2 RPJMD. Ada 3 faktor dari indeks 

risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas. Keterkaitan yang 

sangat erat antara peningkatan kapasitas dengan penurunan indeks risiko 



 

bencana menjadi faktor utama yang mendasari penentuan sasaran dan strategi-

strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. 

Kapasitas merupakan faktor yang cukup layak (feasible) diubah atau ditingkatkan 

seiring dengan program pembangunan, sedangkan faktor-faktor ancaman dan 

kerentanan cukup sulit untuk diubah besarannya dalam jangka waktu 5 tahun 

pembangunan. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten 

Kepulauan Talaud menetapkan “Meningkatkan Mitigasi dan Pengendalaian 

Bencana Secara Terpadu” sebagai sasaran strategis Perangkat Daerah dengan 

ingikator tujuan “Indeks Kapasitas Daerah”. Peningkatan kapasitas pemerintah 

daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam penanggulangan bencana 

tersebut akan dicapai dengan menjalankan strategi-strategi berikut:   

1. Meningkatkan Kualitas Kesiapsiagaan Dan Kewaspadaan Dini Masyarakat 

Terhadap Potensi Bencana;  

2. Meningkatkan Ketersediaan Sistim Mitigasi Bencana Di Wilayahrawan 

Bencana;  

3. Meningkatkan Kualitas Penanganan Darurat Korban Bencana; 

4. Meningkatkan Kualitas Rekonstruksi Dan Rehabilitasi Pasca Bencana. 

Level peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan 

stakeholder lainnya dalam penanggulangan bencana tersebut menjadi tolok ukur 

kinerja utama sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten 

Kepulauan Talaud, yaitu Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan 

Bencana (indikator tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten 

Kepulauan Talaud). Strategi-strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mencapai peningkatan Indeks Kapasitas 

Daerah Dalam Penanggulangan Bencana pada periode lima tahun 2020 - 2025, 

sebagai kelanjutan/pengembangan dari periode lima tahun sebelumnya, terarah 

pada pengembangan dan penguatan faktor-faktor: komponen kelembagaan, 

peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor-faktor tersebut 

menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan dari Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten Kepulauan Talaud.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten Kepulauan Talaud untuk 

mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah dalam perannya untuk 
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mewujudkan visi misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud untuk 5 (lima) 

tahun kedepan, sebagai berikut:       

Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

VISI : MENJADIKAN KABUPATEN TALAUD LEBIH DIBERKATI 

MISI V : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 
YANG AMAN; 

Tujuan  Sasaran  Strategi  Arah Kebijakan  
Meningkatkatkan 
Mitigasi dan 
Pengendalian 
Bencana Secara 
Terpadu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terciptanya 
Sistem Mitigasi 
dan Adaptasi 
Bencana 

1) Meningkatkan 
Kualitas 
Kesiapsiagaan 
Dan Kewaspadaan 
Dini Masyarakat 
Terhadap Potensi 
Bencana  

2) Meningkatkan 
Ketersediaan 
Sistim Mitigasi 
Bencana Di 
Wilayahrawan 
Bencana  
  

1) Pembangunan dan peningkatan 
kualitas sdm penanggulangan 
bencana 

2) Meningkatkan kesadaran dan 
paritisipasi masyarakat dalam 
membangun kewaspadaan dini dan 
kesiapsiagaan dan penanggulangan 
bencana daerah  

3) Pembangunan Dan Peningkatan 
Sistim Mitigasi Di Wilayah Rawan 
Bencana 

4) Meningkatkan Kesadaran Dan 
Partisipasi Masyarakat Tentang 
Pentingnnya Sistim Mitgasi Bencana  

 
Meningkatkan 
Kualitas 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

1) Meningkatkan 
Kualitas 
Penanganan 
Darurat Korban 
Bencana 

2) Meningkatkan 
Kualitas 
Rekonstruksi Dan 
Rehabilitasi Pasca 
Bencana 

1) Meningkatkan Kualitas 
Pendampingan Dan Konseling 
Terhadap Korban Bencana 

2) Meningkatkan Kualitas Penyaluran 
Bantuan Konsumsi Dan Penyiapan 

3) Pembangunan Dan Rehabilitasi 
Rumah Korban Bencana 

4) Meningkatkan Kualitas Kerjasama 
Dan Pemberdayaan Masyarakat 
Dalam Program Rehabilitasi Dan 
Rekonstruksi Pasca Bencana. 

 

  



 

BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

 

Dengan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program-

program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 

maka disusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai instrumen arah kebijakan 

untuk mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah sebagai bagian dari upaya 

mencapai target sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD. Program, 

Kegiatan Dan Sub Kegiatan mengalami penyesuaian dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.  

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Tabel 6.1 

menggambarkan perencanaan pelaksanaan serta pendanaan dari bidang-bidang 

dalam unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten 

Kepulauan Talaud dengan indikator kinerja sasaran masing-masing program 

sebagai upaya mencapai sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah 

ditetapkan. (Dokumen terlampir). 
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Pemetaan Kebutuhan Program, Bisnis Proses dan Crosscutting  

Badan Penanggulanagn Bencana Daerah Kab. Kepl. Talaud 

 

NO  TUJUAN  
INDIKATOR 

TUJUAN  
SASARAN 

STRATEGIS  
STRATEGI  

ARAH 
KEBIJAKAN  

INDIKATOR 
SASARAN  

PROGRAM 
PEMBANGUNAN 

DAERAH  

BIDANG 
URUSAN  

PERANGKA
T DAERAH  

1 Meningkatkan 
Mitigasi Dan 
Pengendalian 
Bencana Secara 
Terpadu 

Indeks 
Kapasitas 
Daerah 

Terciptanya 
Sistem Mitigasi 
Dan Adaptasi 
Bencana 
 
 

Meningkatkan 
Kualitas 
Kesiapsiagaan 
Dan 
Kewaspadaan 
Dini Masyarakat 
Terhadap Potensi 
Bencana 

Pembangunan 
Dan Peningkatan 
Kualitas Sdm 
Penanggulangan 
Bencana 

% Desa 
Yang 
Tangguh 
Bencana 

PROGRAM 
PENANGGULAN
GAN BENCANA 

Bidang  
Pencegahan 
Dan  
Kesiapsiagaa
n 

BPBD 

Meningkatkan 
Kesadaran Dan 
Paritisipasi 
Masyarakat Dalam 
Membangun 
Kewaspadaan Dini 
Dan 
Kesiapsiagaan 
Dan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

% Desa 
Rawan 
Bencana 
Yang Sistim 
Mitigasi 
Bencananya 
Berfungsi 
Dengan Baik 

    

Meningkatkan 
Ketersediaan 
Sistim Mitigasi 
Bencana Di 
Wilayah Rawan 

Pembangunan  
dan peningkatan  
sistim mitigasi di 
wilayah rawan 
bencana 

    



 

Bencana 

Meningkatkan 
kesadaran dan 
partisipasi 
masyarakat 
tentang 
pentingnnya sistim 
mitgasi bencana 

    

Meningkatnya 
Kualitas  
Infrastruktur 
Mitigasi Bencana 

Meningkatnya  
Kualitas Drainase 
Pada Kawasan  
Strategis 

Program 
Pengelolaan Dan  
Pengembangan 
Sistem Drainase 

Bidang Cipta 
Karya 

Dinas 
Pekerjaan 
Umum Dan 
Tata Ruang 

  
Meningkatnya  
Kualitas Turap/ 
Talud/ Bronjong,  
Diwilyah Rawan  
Longsor, Abrasi, 
Dan  
Banjir 
Panjang  
Turap/Talud/Bronj
o 
Ng Yang 
Terbangun  
Di Wilayah Rawan  
Longsor, Abrasi  
Banjir 

Program 
Pengelolaan 
Sumber Daya  
Air 

Bidang 
Sumber  
Daya Air 
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Meningkatkan 
Kualitas 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Meningkatkan  
Kualitas 
Penanganan 
Darurat Korban 
Bencana 

Meningkatkan  
Kualitas 
Pendampingan 
Dan Konseling 
Terhadap Korban 
Bencana 

% Korban 
Bencana 
Alam Yang 
Tertangani 
Tepat  
Waktu 

  Bidang  
Kedaruratan 
Dan  
Logistik 

  

Meningkatkan 
Kualitas 
Penyaluran 
Bantuan  
Konsumsi Dan 
Penyiapan Dapur 
Umum Bagi 
Korban Bencana 
Alam 

% Korban 
Bencana 
Yang Di 
Evakuasi 
Tepat Waktu 

    

Terbukanya 
Akses Bagi Pmks 
Terhadap 
Perlindungan Dan 
Jaminan Sosial 

Meningkatkan 
Kualitas 
Pengawasan 
Penyaluran 
Bantuan Sosial 
Dan Jaminan 
Sosial Bagi Pmks 

Program 
Penanganan 
Bencana 

Bidang  
Perlindungan 
Dan  
Jaminan 
Sosial 

Dinas Sosial 

Meningkatkan 
Kualitas 
Pelayannan 
Jaminan Sosial 
Dan Perlindungan 
Sosial Bagi Pmks 

Program 
Perlindungan Dan 
Jaminan Sosial 



 

Terbukanya 
Akses Bagi Pmks 
Terhadap 
Bantuan Rumah 
Layak Huni 

Meningkatkan 
Ketersediaan 
Layak Huni Bagi 
Masyarakat Miskin 
Dan Korban 
Bencana Alam 

Meningkatkan 
Kemudahan 
Kepemilikan 
Rumah Layak 
Huni  

Program 
Penanganan 
Bencana 

Meningkatkan 
Kualitas 
Rekonstruksi Dan 
Rehabilitasi Pasca 
Bencana 

Pembangunan 
Dan Rehabilitasi 
Rumah Korban 
Bencana  

Program 
penanggulangan 
bencana 

Bidang  
Kedaruratan 
Dan  
Logistik 

BPBD 

Meningkatkan 
Kualitas 
Kerjasama Dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Dalam 
Program 
Rehabilitasi Dan 
Rekonstruksi 
Pasca Bencana 

    

Terciptanya 
Manajemen 
Kebakaran Yang 
Cepat, Tepat, 
Tanggap Dan 
Profesional 

Meningkatkan 
Kualitas 
Pengelolaan 
Infrastruktur 
Pendukung 
Penanggulangan 
Kebakaran 

Meningkatkan 
ketersediaan 
sarana prasarana 
penanggulangan 
kebakaran  

% Kejadian 
Kebakaran 
Yang 
Ditangani 
Tepat  
Waktu 

Program 
Pencegahan 
Penanggulangan,  
Penyelamatan 
Kebakaran Dan 
Penyelamatan 
Non  

Bidang 
Kebakaran  
Dan 
Penyelamata
n 

SATPOL PP 
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  Meningkatkan 
ketersediaan sdm 
penanggulangan 
kebakaran  

% KORBAN 
KENCANA 
KEBAKARA
N YANG 
DITANGANI  
TEPAT 
WAKTU 

Kebakaran 

Meningkatkan 
Ketaatan Dunia 
Usaha Dalam 
Mengelola Sistem 
Pencegahan 
Kebakaran 
Dilingkungannya 
Masing-Masing 

Meningkatkan 
Pengawasan 
Terhadap Potensi 
Kebakaran 
Dilingkungan 
Perkantoran Dan 
Pusat 
Perbelanjaan 
Meningkatkan 
Standarisasi 
Pembangunan 
Dan 
Pengembangan 
Kawasan 
Perumahan, 
Perkantoran An 
Pusat 
Perbelanjaan 

Meningkatkan 
Sistem Mitigasi 
Dan Adaptasi 
Bencana Alam 
Maupun Bencana 
Kebakaran 

Terbukanya Akses 
Masyarakat 
Terhadap Layanan 
Sistem Mitigasi 
Bencana 
Kebakaran  

Terciptanya 
Masyarakat Yang 
Tangguh 
Terhadap 
Bencana 
Kebakaran 



 

BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

 

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pemangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020 - 2025, maka Indikator Kinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud selaku 

Perangkat Daerah dapat dirumuskan dan digambarkan dalam Tabel 7.1 berikut 

ini. 

 

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah 
 

  

NO TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
1 Meningkatkan 

Mitigasi Dan 
Pengendalian 
Bencana Secara 
Terpadu  
 

Indeks Kapasitas 
Daerah 
 

Terciptanya Sistem 
Mitigasi Dan 
Adaptasi Bencana  

 

Persentase Desa Yang 
Tangguh Bencana  

 

Persentase Desa Rawan 
Bencana Yang Sistim 
Mitigasi Bencananya 
Berfungsi Dengan Baik  

Meningkatkan 
Kualitas 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

 

Persentase Korban 
Bencana Alam Yang Di 
Tangani Tepat Waktu 
 
Persentase Korban 
Bencana Yang Di 
Evakuasi Tepat Waktu  
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BAB. VIII 

PENUTUP 

 

 

Rencana strategis (Renstra) Badan Penaggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020 – 2025 merupakan pedoman, landasan 

dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan di bidang  Ketertiban, 

Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat sub urusan bencana mulai tahun 2020 

s/d tahun 2025. Keberhasilan perencanaan strategis ini akan sangat bergantung 

pada komitmen penuh dari seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah sendiri,  

dan partisipasi aktif semua stakeholder yang ada di tengah masyarakat. 

Rencana strategis (Renstra) Badan Penaggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020 – 2025 sebagai upaya mewujudkan 

kinerja yang lebih terukur dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sejalan dengan 

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud yaitu MENJADIKAN 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD LEBIH  DIBERKATI. 

Dengan demikian, tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Rencana 

strategis (Renstra) menjadi sangat penting serta membutuhkan perhatian dari 

seluruh pihak terkait, guna efektivitas dan keberhasilan dalam implementasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melonguane,      September 2022 

 

Kepala Pelaksana  

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud 

 

 

 

JABES LINDA, S.Pd. MAP 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640905 198703 1 002 



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
01.
01. 05.

01. 05. 01. 6,544,800,000.00       7,689,800,000.00     7,194,800,000.00        7,194,800,000.00     7,194,800,000.00       35,819,000,000.00          

Meningkatya 
Kulaitias Dokumen 
Perencanan 

1 05 01 2.01 350,000,000.00          400,000,000.00        400,000,000.00           400,000,000.00        400,000,000.00          1,950,000,000.00            

1 05 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan 
Renja Perangkat Daerah 4 Dokumen 200,000,000.00          4 Dokumen 200,000,000.00        4 Dokumen 200,000,000.00           4 Dokumen 200,000,000.00        4 Dokumen 200,000,000.00          16  Dokumen 1,000,000,000.00            BPBD Kab Talaud

1 05 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD

5 Dokumen 150,000,000.00          5 Dokumen 200,000,000.00        5 Dokumen 200,000,000.00           5 Dokumen 200,000,000.00        5 Dokumen 200,000,000.00          25 Dokumen 950,000,000.00               BPBD Kab Talaud

Presentase 
Penurunan jumlah 
temuan /Tuntutan 
ganti rugi terhadap 
pengelolaan 
keuangan

1 05 01 2.02 4,782,000,000.00       5,297,000,000.00     5,302,000,000.00        5,302,000,000.00     5,302,000,000.00       25,985,000,000.00          

1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 12 Bulan 4,500,000,000.00       12 Bulan 5,000,000,000.00     12 Bulan 5,000,000,000.00        12 Bulan 5,000,000,000.00     12 Bulan 5,000,000,000.00       60  Bulan 24,500,000,000.00          BPBD Kab Talaud

1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 84 Org/Bulan 252,000,000.00          84 Org/Bulan 252,000,000.00        84 Org/Bulan 252,000,000.00           84 Org/Bulan 252,000,000.00        84 Org/Bulan 252,000,000.00          420 Org/Bulan 1,260,000,000.00            BPBD Kab Talaud

1 05 01 2.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD

2 Dokumen 5,000,000.00              2 Dokumen 20,000,000.00          2 Dokumen 25,000,000.00             2 Dokumen 25,000,000.00          2 Dokumen 25,000,000.00            10  Dokumen 100,000,000.00               BPBD Kab Talaud

1 05 01 2.02 07

Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/ 
Semesteran

2 Dokumen 25,000,000.00            2 Dokumen 25,000,000.00          2 Dokumen 25,000,000.00             2 Dokumen 25,000,000.00          2 Dokumen 25,000,000.00            10  Dokumen 125,000,000.00               BPBD Kab Talaud

Meningkatnya 
Disiplin Aparatur Sipil 
Negara

1 05 01 2.05 02 140,000,000.00          140,000,000.00        140,000,000.00           140,000,000.00        140,000,000.00          700,000,000.00               

1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakain Dinas 
Beserta Perlengkapannya

Tersedianya 
 pakaian 
dinas dan 
pakaian 

kerja 
lapangan

60 Pasang 140,000,000.00          60 Pasang 140,000,000.00        60 Pasang 140,000,000.00           60 Pasang 140,000,000.00        60 Pasang 140,000,000.00          300 Pasang 700,000,000.00               BPBD Kab Talaud

Presentase  
Peningkatan  
Kelancaran 
Operasional Kantor 
dan Manajemen 
Pegelolaan Aset

1 05 01 2.06 731,800,000.00          731,800,000.00        731,800,000.00           731,800,000.00        731,800,000.00          3,659,000,000.00            

1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor

Tersedianya 
 alat tulis 

kantor dan 
makan 

minum rapat

12 Bulan 80,000,000.00            12 Bulan 80,000,000.00          12 Bulan 80,000,000.00             12 Bulan 80,000,000.00          12 Bulan 80,000,000.00            12 Bulan 400,000,000.00               

1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan

250 M2 Baliho/ 
6000 lbr 51,800,000.00            250 M2 Baliho/ 

6000 lbr 51,800,000.00          250 M2 Baliho/ 
6000 lbr 51,800,000.00             250 M2 Baliho/ 

6000 lbr 51,800,000.00          250 M2 Baliho/ 
6000 lbr 51,800,000.00            

1250 M2 
Baliho/ 30000 

lbr
259,000,000.00               BPBD Kab Talaud

1 05 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

40 Kali 600,000,000.00          40 Kali 600,000,000.00        40 Kali 600,000,000.00           40 Kali 600,000,000.00        40 Kali 600,000,000.00          160 Kali 3,000,000,000.00            BPBD Kab Talaud

1 05 01 2.07 185,000,000.00          185,000,000.00        185,000,000.00           185,000,000.00        185,000,000.00          925,000,000.00               

1 05 01 2.07 01
Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan

1 Unit 90,000,000.00            -                       90,000,000.00          -                      90,000,000.00             -                    90,000,000.00          -                         90,000,000.00            1 Unit 450,000,000.00               BPBD Kab Talaud

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator 
Kinerja 

Program 
(Outcome) 

dan 
kegiatan 
(output)

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir periode 

Rentra PD

Lokasi

Unit Kerja 
Perangkat 

Daerah 
Penanggungja

wab

2021 2022 2023 2024

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN

Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah

2025

(4) (5)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
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1 05 01 2.07 02
Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan

2 Unit 60,000,000.00            2 Unit 60,000,000.00          2 Unit 60,000,000.00             2 Unit 60,000,000.00          2 Unit 60,000,000.00            10 Unit 300,000,000.00               BPBD Kab Talaud

1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 2 Unit 10,000,000.00            2 Unit 10,000,000.00          2 Unit 10,000,000.00             2 Unit 10,000,000.00          2 Unit 10,000,000.00            10 Unit 50,000,000.00                 BPBD Kab Talaud

1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 3 Unit 25,000,000.00            3 Unit 25,000,000.00          3 Unit 25,000,000.00             3 Unit 25,000,000.00          3 Unit 25,000,000.00            15 Unit 125,000,000.00               BPBD Kab Talaud

1 05 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya BPBD Kab Talaud

1 05 01 2.08 233,000,000.00          233,000,000.00        233,000,000.00           233,000,000.00        233,000,000.00          1,165,000,000.00            

1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat 
menyurat 50 Surat 5,000,000.00              50 Surat 5,000,000.00            50 Surat 5,000,000.00               50 Surat 5,000,000.00            50 Surat 5,000,000.00              250 Surat 25,000,000.00                 BPBD Kab Talaud

1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, SDA dan Listrik 12 Bulan 48,000,000.00            12 Bulan 48,000,000.00          12 Bulan 48,000,000.00             12 Bulan 48,000,000.00          12 Bulan 48,000,000.00            60  Bulan 240,000,000.00               BPBD Kab Talaud

1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 12 Bulan 180,000,000.00          12 Bulan 180,000,000.00        12 Bulan 180,000,000.00           12 Bulan 180,000,000.00        12 Bulan 180,000,000.00           60 Bulan 900,000,000.00               BPBD Kab Talaud

1 05 01 2.09 123,000,000.00          703,000,000.00        203,000,000.00           203,000,000.00        203,000,000.00          1,435,000,000.00            

1 05 01 2.09 01

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan

1 Kendaraan 25,000,000.00            1 Kendaraan 25,000,000.00          1 Kendaraan 25,000,000.00             1 Kendaraan 25,000,000.00          1 Kendaraan 25,000,000.00            1 Kendaraan 125,000,000.00               BPBD Kab Talaud

1 05 01 2.09 02

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

3 Kendaraan 75,000,000.00            3 Kendaraan 75,000,000.00          3 Kendaraan 75,000,000.00             3 Kendaraan 75,000,000.00          3 Kendaraan 75,000,000.00            3 Kendaraan 375,000,000.00               BPBD Kab Talaud

1 05 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1 Unit 1,000,000.00              1 Unit 1,000,000.00            1 Unit 1,000,000.00               1 Unit 1,000,000.00            1 Unit 1,000,000.00              1 Unit 5,000,000.00                   BPBD Kab Talaud

1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 2 Unit 2,000,000.00              2 Unit 2,000,000.00            2 Unit 2,000,000.00               2 Unit 2,000,000.00            2 Unit 2,000,000.00              2 Unit 10,000,000.00                 BPBD Kab Talaud

1 05 01 2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya

1 Paket 20,000,000.00            1 Paket 600,000,000.00        1 Paket 100,000,000.00           1 Paket 100,000,000.00        1 Paket 100,000,000.00          1 Paket 920,000,000.00               BPBD Kab Talaud

03 01. 05. 03. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 3,242,000,000.00       4,292,000,000.00     4,372,000,000.00        4,517,000,000.00     4,822,000,000.00       21,245,000,000.00          

1 05 03 2.01 175,000,000.00          475,000,000.00        510,000,000.00           720,000,000.00        970,000,000.00          2,850,000,000.00            

Presentase 
Penyelesaian 
Dokumen Kajian 
Resiko Bencana 
yang ditetapkan/ 
disahkan

1 05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Resiko 
Bencana Kabupaten/Kota 1 Dokumen 75,000,000.00            12  Dokumen 100,000,000.00        12  Dokumen 110,000,000.00           12  Dokumen 120,000,000.00        12  Dokumen 120,000,000.00          49 Dokumen 525,000,000.00               BPBD Kab Talaud

Presentase Jumlah 
Pendududk di 
kawasan rawan 
Bencana yang 
memperoleh 
informasi bencana 
sesuai dengan 
ancaman bencana

1 05 03 2.01 02

Sosialisasi, Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota (Per jenis 
bencana)

100 Org 100,000,000.00          1500 Org 375,000,000.00        2000 Org 400,000,000.00           5000 Org 600,000,000.00        7500 Org 850,000,000.00           26.100/Org 2,325,000,000.00            BPBD Kab Talaud

1 05 03 2.02 1,572,000,000.00       2,117,000,000.00     2,132,000,000.00        2,147,000,000.00     2,192,000,000.00       10,160,000,000.00          

Presentasi 
Penyelesaian 
Dokumen Rencana 
Penanggulangan 
Bencana yang 
ditetapkan/disahkan

1 05 03 2.02 01
Penyusunan Rencana 
Penanggulangan Bencana 
Kabupaten/Kota

1 Dokumen 165,000,000.00          1 Dokumen 175,000,000.00        1 Dokumen 180,000,000.00           1 Dokumen 185,000,000.00        1 Dokumen 190,000,000.00          5  Dokumen 895,000,000.00               BPBD Kab Talaud

Persentase Jumlah
Aparatur Sipil dan
Warga negara yang
ikut pelatihan
kesiapsiagaan dan
mitigasi bencana

1 05 03 2.02 02
Pelatihan Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota

1000 Org 350,000,000.00          6000 Org 350,000,000.00        6000 Org 350,000,000.00           6000 Org 350,000,000.00        6000 Org 350,000,000.00          25000 Org 1,750,000,000.00            BPBD Kab Talaud

1 05 03 2.02 03

Pengendalian Operasional 
dan Penyediaan Sarana 
Prasarana Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 
Kabupaten/Kota

22 Org 55,000,000.00            32 Org 190,000,000.00        35 Org 200,000,000.00           40  Org 210,000,000.00        45 Org 250,000,000.00          45 Org 905,000,000.00               BPBD Kab Talaud

Terwujudnya 
Keamanan 

dan 
Ketertiban 

Masyarakat 
Serta 

Pencegahan, 
Adapatasi, 

Mitigasi dan 
Perubahan 

Iklim

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah

Pelayanan Informasi Rawan 
Bencana Kabupaten/Kota

Pelayanan dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana
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1 05 03 2.02 04

Penyediaan Peralatan 
Pelindungan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana

 40000 Masker 600,000,000.00           40000 Masker 600,000,000.00         40000 Masker 600,000,000.00            40000 Masker 600,000,000.00         40000 Masker 600,000,000.00           200000 
Masker 3,000,000,000.00            BPBD Kab Talaud

1 05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana 
Kabupaten/Kota -                                   BPBD Kab Talaud

1 05 03 2.02 06
Penguatan Kapasitas 
Kawasan untuk Pencegahan
dan Kesiapsiagaan

-                                   BPBD Kab Talaud

1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana 
Kabupaten/Kota

36 Kali 
Monitoring 252,000,000.00          36 Kali Monitoring 252,000,000.00        36 Kali Monitoring 252,000,000.00           36 Kali 

Monitoring 252,000,000.00        36 Kali Monitoring 252,000,000.00          36 Kali 
Monitoring 1,260,000,000.00            BPBD Kab Talaud

1 05 03 2.02 08
Pengembangan Kapasitas 
Tim Reaksi Cepat (TRC) 
Bencana

30 Org 150,000,000.00          30 Org 550,000,000.00        30 Org 550,000,000.00           30 Org 550,000,000.00        30 Org 550,000,000.00          150 Org 2,350,000,000.00            BPBD Kab Talaud

1 05 03 2.02 09 Penyusunan Rencana 
Kontijensi -                                   BPBD Kab Talaud

1 05 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan 
terhadap Bencana -                                   BPBD Kab Talaud

1 05 03 2.02 11
Penyusunan Rencana 
Penanggulangan
Kedaruratan Bencana

-                                   BPBD Kab Talaud

1 05 03 2.03 1,050,000,000.00       1,200,000,000.00     1,200,000,000.00        1,100,000,000.00     1,100,000,000.00       5,650,000,000.00            

1 05 03 2.03 01
Respon Cepat Kejadian Luar 
Biasa Penyakit/Wabah 
Zoonosis Prioritas

-                                   BPBD Kab Talaud

Persentase 
kecepatan respon 
kurang dari 24 jam 
untuk setiap status 
darurat bencana

1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat 
Bencana Kabupaten/Kota 5 Kegiatan 350,000,000.00          5 Kegiatan 350,000,000.00        5 Kegiatan 350,000,000.00           5 Kegiatan 350,000,000.00        5 Kegiatan 350,000,000.00          25 Kegiatan 1,750,000,000.00            BPBD Kab Talaud

Persentase jumlah
korban bencana yang
berhasil dicari,
ditolong dan
dievakuasi dari lokasi
bencana

1 05 03 2.03 03
Pencarian, Pertolongan dan 
Evakuasi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota

5 Kegiatan 250,000,000.00          5 Kegiatan 350,000,000.00        5 Kegiatan 350,000,000.00           5 Kegiatan 350,000,000.00        5 Kegiatan 350,000,000.00          25  Kegiatan 1,650,000,000.00            BPBD Kab Talaud

Persentase jumlaj
warga negara yang
mendapatkan
bantuan pemulihan
sosial ekonomi
pascabencana

1 05 03 2.03 04

Penyediaan Logistik 
Penyelamatan dan Evakuasi 
Korban Bencana 
Kabupaten/Kota

1 Paket 200,000,000.00          1 Paket 250,000,000.00        1 Paket 250,000,000.00           1 Paket 150,000,000.00        1 Paket 150,000,000.00          5  Paket 1,000,000,000.00            BPBD Kab Talaud

1 05 03 2.03 05
Aktivasi Sistem Komando 
Penanganan Darurat
Bencana

-                                   BPBD Kab Talaud

Persentase 
Kecepatan Respon 
Kurang dari 24 Jam 
untuk setiap status 
kejadian luar biasa 
penyakit/ wabah 
zoonosis prioritas

1 05 03 2.03 06
Respon Cepat Bencana Non 
Alam Epidemi/Wabah 
Penyakit

5 Kegiatan 250,000,000.00          5 Kegiatan 250,000,000.00        5 Kegiatan 250,000,000.00           5 Kegiatan 250,000,000.00        5 Kegiatan 250,000,000.00          25 Kegiatan 1,250,000,000.00            BPBD Kab Talaud

1. 05. 03. 2.04 445,000,000.00          500,000,000.00        530,000,000.00           550,000,000.00        560,000,000.00          2,585,000,000.00            

1. 05. 03. 2.04 01
Penyusunan Regulasi 
Penanggulangan Bencana 
Kabupaten/Kota

1  Dokumen 145,000,000.00          1  Dokumen 150,000,000.00         1  Dokumen 150,000,000.00            1  Dokumen 160,000,000.00         1  Dokumen 160,000,000.00           5  Dokumen 765,000,000.00               BPBD Kab Talaud

1. 05. 03. 2.04 02 Penguatan Kelembagaan 
Bencana Kabupaten/Kota  1 Lembaga 100,000,000.00           1 Lembaga 120,000,000.00         1 Lembaga 130,000,000.00            1 Lembaga 140,000,000.00         1 Lembaga 150,000,000.00           5  Lembaga 640,000,000.00               BPBD Kab Talaud

1. 05. 03. 2.04 03

Kerjasama antar Lembaga 
dan Kemitraan dalam 
Penanggulangan Bencana 
Kabupaten/Kota

1 Kerjasama 200,000,000.00           1 Kerjasama 230,000,000.00         1 Kerjasama 250,000,000.00            1 Kerjasama 250,000,000.00         1 Kerjasama 250,000,000.00           1 Kerjasama 1,180,000,000.00            BPBD Kab Talaud

JUMLAH 9,786,800,000.00       11,981,800,000.00   11,566,800,000.00      11,711,800,000.00   12,016,800,000.00     57,064,000,000.00          

Terciptanya 
Sistem 

Mitigasi Dan 
Adaptasi 

Bencana dan 
Meningkatkan 

Kualitas 
Penanggulang
an Bencana 

Daerah

Jumlah Lembaga 
Tangguh Bencana/ 
Forum Pengurangan 
Resiko Bencana 
yang 
dibentuk/bekerjasama

Persentase Jumlah 
warga negara yang 

mendapatkan 
peralatan, 

perlindungan dan 
kesiapsiagaan dari 
ancaman bencana

Penyelamatan dan Evakuasi 
Korban Bencana

Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan Bencana
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